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Implementation of outsourcing involves 3 (three) parties namely labour provid-
ers, labour outsourcing companies, and labour itself. Therefore, the need for a 
regulation so that the parties involved no one is harmed, especially outsourcing 
workforce. The problem of this thesis is how the practice of outsourcing agree-
ment for certain time in Bank BRI still causing uncertainty to employees and 
how the legal implication of its workers’ status null and void, pursuant to Arti-
cle 15 KEP.100/MEN/VI/2004, then the status of employees will be the UTWA 
(Uncertain Time Working Agreement) or permanent worker for the company of 
the service user. The results of this study indicate that the Agreement that one 
of his party has a predominantly dominant position is expected to provide a bal-
anced portion in seeking maximum benefit from the existence of an outsourcing 
agreement. Rights and obligations show the legal relationship between the com-
pany with the workforce, where both parties are jointly bound in the agreement of 
work in mutual agreement. Unauthorized termination of employment, therefore 
the contents and terms of the employment agreement between the parties must be 
made in balance with the agreement of the parties to determine the content, and 
the terms of the agreement. So that between the rights and obligations between 
the party become clear and balanced with a balanced portion and has become an 
agreement for the parties in making the agreement.

Pelaksanaan outsourcing melibatkan 3 (tiga) pihak yakni perusahaan penyedia 
tenaga kerja, perusahaan pengguna tenaga kerja, dan tenaga kerja. Oleh karena 
itu perlu adanya suatu peraturan agar pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang 
dirugikan khususnya tenaga kerja outsourcing. Permasalahan adalah bagaimana 
praktek perjanjian outsourcing untuk waktu tertentu di Bank BRI  yang  ma-
sih menimbulkan ketidakpastian terhadap karyawan dan bagaimana implikasi 
hukumnya status pekerja tersebut batal demi hukum, sesuai pasal 15 KEP.100/
MEN/VI/2004, maka status karyawan akan menjadi PKWTT (Perjanjian Ker-
ja Waktu Tidak Tertentu) alias pekerja tetap untuk perusahaan pengguna jasa 
tenaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian yang salah satu 
pihaknya mempunyai posisi yang dominan sulit diharapkan akan memberikan 
porsi yang seimbang dalam mencari manfaat yang maksimal dari adanya sua-
tu perjanjian outsourcing. Hak dan kewajiban menunjukkan hubungan hukum 
antara perusahaan dengan tenaga kerjanya, dimana kedua belah pihak secara 
bersama-sama terikat dalam perjanjian kerja yang di sepakati bersama. Pemutus-
an hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak hendaknya isi dan ketentuan 
dalam perjanjian kerja antara para pihak harus di buat seimbang dengan adanya 
kesepakatan para pihak untuk menentukan isi, dan syarat-syarat dalam perjan-
jian. Sehingga antara hak dan kewajiban antara para pihak menjadi jelas dan 
seimbang serta menjadi kesepakatan bagi para pihak dalam membuat perjanjian.
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Pendahuluan

Praktik outsourcing (alihdaya) di Indonesia dalam 
dunia usaha sudah berlangsung lama, namun baru 
mendapat justifikasi setelah berlakunya Peraturan 
perundang-undangan nomor 13 Tahun 2003 Ten-
tang Ketenagakerjaan. Istilah outsourcing yang diter-
jemahkan dengan “alih daya”, sebagaimana dalam 
Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 diatur dalam 
Pasal 64,65,66, dengan istilah “penyerahan sebagi-
an pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”, teta-
pi lebih populer disebut outsourcing (Khakim, 2007). 
Outsourcing adalah hubungan kerja, dimana pekerja/
buruh yang dipekerjakan pada suatu perusahaan de-
ngan sistem kontrak (Raja Guguk, 2002), dipandang 
sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas 
perusahaan dan hak pengambilan keputusannya ke-
pada pihak lain (outside provider) dalam suatu kon-
trak kerjasama (Greaver dalam Asmirawati, 2011).

Pekerja kontrak yaitu pekerja yang melaksanakan su-
atu pekerjaan dengan adanya batasan jangka waktu 
yaitu maksimal 3 tahun yang didasarkan pada Per-
janjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut 
PKWT). Dalam PKWT adanya masa percobaan bu-
kan merupakan syarat mutlak bagi pekerja kontrak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang 
Ketenagakerjaan. Selain itu apabila pekerja kontrak 
mengalami pemutusan hubungan kerja, maka peker-
ja kontrak akan menerima uang ganti rugi sebagai-
mana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Kete-
nagakerjaan.

Pekerja kontrak yang digunakan oleh perusahaan 
tidak hanya terdiri dari pekerja laki-laki tetapi juga 
terdiri dari pekerja perempuan. Hal ini didasari pada 
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan 
bahwa melakukan pekerjaan merupakan hak dari 
Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun pe-
rempuan. Selain itu hal ini diperkuat dalam Pasal 5 
Undang-undang Ketenagakerjaan yang menentukan 
“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 
tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. 
Berdasarkan kedua pasal tersebut maka terbuka pe-
luang bagi perempuan untuk menjadi pekerja seperti 
laki-laki. Selanjutnya, mengenai penggunaan pekerja 
kontrak yang dikontrak secara langsung oleh peru-
sahaan diatur dalam peraturan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (se-
lanjutnya disebut Kepmenakertrans No.100/MEN/
VI/2004). Selanjutnya mengenai penggunaaan peker-
ja kontrak yang berasal dari penyalur pekerja kontrak 
(outsourcing agency) diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 

dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Out-
sourcing sendiri dapat diartikan sebagai penyaluran 
atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada 
suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia 
jasa tersebut melakukan proses administrasi dan ma-
najemen berdasarkan definisi serta kriteria yang te-
lah disepakati oleh para pihak (Sjahputra, 2009).

Penggunaan sistem pekerja kontrak outsourcing saat 
ini semakin meningkat, yang mana hal ini disebab-
kan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu sema-
kin berkembang terutama di bidang perekonomian 
global dan teknologi yang membawa persaingan di 
dunia usaha menjadi semakin ketat. Faktor kedua 
yaitu efisiensi biaya, hal ini dikarenakan dengan 
menggunakan pekerja kontrak outsourcing perusaha-
an tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar 
pesangon maupun tunjangan. Sehingga biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan bagi pekerja kontrak 
outsourcing lebih rendah dari pekerja tetap. Salah satu 
perusahaan di bidang jasa perbankan telah meng-
gunakan sistem pekerja kontrak outsourcing adalah 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menggunakan jasa 
tersebut dengan model Perjanjian Kerja Waktu Ter-
tentu (PKWT), dimana perjanjian kerja antara karya-
wan dan vendor dalam mengadakan hubungan kerja 
dengan waktu dan pekerjaan tertentu. Jika merujuk 
pasal 56-59 UU Ketenagakerjaan, pembuatan PKWT 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Berdasarkan atas jangka waktu tertentu atau se-
lesainya suatu pekerjaan waktu tertentu.

b. Harus ditulis secara tertulis menggunakan ba-
hasa Indonesia

c. Tidak ada masa percobaan
d. Hanya berlaku untuk pekerjaan yang menurut 

jenis dan sifat atau pekerjaannya selesai dalam 
waktu tertentu.

e. Tidak berlaku untuk pekerjaan yang bersifat te-
tap.

Hukum perburuhan telah mengatur supaya pengu-
saha menjalankan kewajiban dan tanggung jawab-
nya sebagai pengusaha dan pekerja/buruh, Misalnya, 
pengusaha wajib membayarkan upah kepada peker-
ja/buruhnya, pengusaha wajib menyediakan sistem 
manajemen keselamatan  dan kesehatan kerja. Per-
janjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh sa-
ngat penting dalam suatu perusahaan karena perjan-
jian kerja merupakan bukti adanya hubungan kerja 
antara keduanya. Oleh karenanya, pihak pengusaha 
harus menentukan secara tegas mengenai syarat-sya-
rat dan kondisi kerja kepada pekerja/buruhnya serta 
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk 
meminimalkan timbulnya perselisihan hubungan in-
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dustrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha aki-
bat adanya perbedaan penafsiran mengenai isi per-
janjian kerja. Terjadinya perselisihan hubungan kerja 
bisa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. 
Dalam konteks hukum perjanjian dikenal beberapa 
asas penting yang harus diperhatikan oleh para pi-
hak dalam membuat perjanjian, yaitu asas konsesu-
alisme, asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian, 
asas facta sunt servanda dan asas iktikad baik. Menu-
rut Abdulkadir (2000) bahwa asas-asas tersebut me-
rupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam menca-
pai tujuan. Namun demikian, tulisan ini hanya akan 
difokuskan pada asas kebebasan berkontrak  sebagai 
dasar dalam pembuatan perjanjian kerja antara peng-
usaha dengan pekerja/buruh.

Dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan 
perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan de-
ngan mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu de-
ngan maksud untuk memperoleh upah. Buruh me-
ngetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu harus 
memberikan sesuatu kepada majikan berupa penga-
rahan jasa-jasanya sebagaimana kewajiban yang ha-
rus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan (Kartasap-
oetra, dkk, 1985). Kedudukan yang tidak seimbang 
ternyata membawa konsekuensi. Pada perjanjian 
untuk waktu tertentu, kedudukan majikan dan kar-
yawan tidak pernah seimbang. Adakalanya majikan 
lebih kuat daripada karyawan sehingga karyawan 
dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabi-
la karyawan mempunyai dedikasi dan profesional 
dalam bidangnya maka akan lebih kuat di banding 
majikan dalam hal pengupahan. Hukum seyogyanya 
memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan 
dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang 
mengatur perjanjian untuk waktu tertentu memberi-
kan rasa keadilan kepada para pihak. 

Dalam hubungan ini, maka isi atau klausul-klausul 
perjanjian untuk waktu tertentu antara majikan de-
ngan karyawan tidak dapat didasarkan hanya ke-
pada asas kebebasan berkontrak saja. Menyerahkan 
perbuatan perjanjian untuk waktu tertentu kepada 
mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata, 
hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ke-
tidakselarasan hubungan antara majikan dan buruh/
karyawan. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatas-
an yang dilakukan negara terhadap asas kebebasan 
berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah refleksi 
dari perkembangan paham pasar bebas yang dipe-
lopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi kla-
siknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hu-
kum alam. Hal yang sama menjadi dasar pemikiran 
Jeremy Bentham yang dikenal dengan Utilitarianism. 
Bahwa utilitarianism dan teori ekonomi klasik lais-
sez faire dianggap saling melengkapi dan sama-sama 

menghidupkan pemikiran liberal modernsilistis (Ati-
yah, 1979).

Perkembangan kebebasan berkontrak dapat menda-
tangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat 
mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahte-
raan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki 
bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataan 
hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga 
negara menganggap perlu campur tangan untuk 
melindungi pihak yang lemah. Dalam perkembang-
annya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai 
tujuan bila para pihak mempunyai bargaining positi-
on yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka 
pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat 
dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan 
pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-
-syarat atau ketentuan dalam kontrak/perjanjian un-
tuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan 
melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. 

Keadaan tersebut di atas bisa berlaku dalam hubung-
an perjanjian antara majikan dengan buruh yang 
kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif da-
lam arti pihak yang mempunyai bargaining position 
yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada 
pihak yang lemah, dan pihak yang kuat mendapat 
keuntungan dari tindakannya tersebut. Azas kebe-
basan berkontrak ini terkandung dalam Pasal 1338 
ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjan-
jian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka 
Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernya-
taan kepada masyarakat diperbolehkan membuat 
perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja 
dan diperolehkan pula membuat undang-undang 
sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan undang-
-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lebih 
tegasnya para pihak yang membuat perjanjian dapat 
menciptakan suatu ketentuan sendiri untuk kepen-
tingan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Di dalam perjanjian kerja ada 4 unsur yang harus di-
penuhi yaitu adanya unsur work atau pekerjaan, ada-
nya servis atau pelayanan, adanya unsur time atau 
waktu tertentu, suatu hal tertentu dan suatu sebab 
yang halal. Sedangkan perjanjian kerja akan menja-
di sah jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam 
KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Arti 
kata sepakat  adalah   bahwa  kedua subyek   hu-
kum yang mengadakan perjanjian harus setuju  
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 
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yang diadakan. Perjanjian tersebut dikehendai 
secara timbal balik

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Subyek hukum yang membuat perjanjian ha-
rus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap 
orang harus sudah dewasa atau akil baliq dan se-
hat pikirannya disebut cakap  menurut hukum. 
Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata  dijelaskan 
orang yang tidak cakap untuk membuat perjan-
jian adalah orang yang belum dewasa, mereka 
yang berada di bawah pengampuan, dan orang 
perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
dan semua orang kepada siapa undang-undang 
telah melarang membuat perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah se-
suatu yang diperjanjikan. Barang yang dimak-
sudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus 
ditentukan jenisnya. Barang tersebut harus su-
dah ada atau sudah berada atau sudah ada atau 
berada di tangan si berhutang pada waktu per-
janjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-
-undang.

4. Sebab yang halal. Sebab yang dimaksud dari su-
atu perjanjian yaitu isi dari perjanjian itu sendiri. 
Sebagai bagian dari perjanjian pada umunnya, 
maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat 
sahnya  perjanjian kerja harus memenuhi syarat 
sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pa-
sal 1320 KUH Perdata. Ketentuan secara khusus 
yang mengatur tentang perjanjian kerja adalah 
dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No-
mor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan, 
yaitu :
a. Kesepakatan kedua belah pihak. Lazim dise-

but kesepakatan bagi yang mengikatkan di-
rinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian kerja harus setuju/
sepakat mengenai hal-hal yang diperjanji-
kan.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan 
perbuatan hukum. Memaknai bahwa yang 
membuat perjanjian maksudnya adalah pi-
hak pekerja maupun pengusaha cakap mem-
buat perjanjian. Seseorang dipandang cakap 
membuat perjanjian jika yang bersangkutan 
telah cukup umur. Ketentuan hukum ke-
tenagakerjaan memberikan batasan umur 
minimal 18 tahun (Pasal 1 Ayat 26) Undang-
-Undang Nomor. 13 Tahun 2003). Selain itu 
seseorang dikatakan cakap membuat perjan-
jian jika orang tersebut tidak terganggu jiwa 
dan mentalnya

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Me-
rupaka obyek dari perjanjian kerja anta-
ra pekerja dengan pengusaha yang akibat 

hukumnya melahirkan hak dan kewajiban 
para pihak. Pekerjaan yang diperjanjikan ti-
dak boleh bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

d. Obyek perjanjian harus halal artinya tidak 
bertentangan dengan undang-undang. ke-
tertiban umum dan kesusilaan. Jenis peker-
jaan yang diperjanjikan merupakan salah 
satu unsur perjanjian kerja yang harus dise-
butkan secara jelas.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka 
Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernya-
taan kepada masyarakat diperbolehkan membuat 
perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja 
dan diperolehkan pula membuat undang-undang 
sendiri, asalkan tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
Lebih tegasnya para pihak yang membuat perjanjian 
dapat menciptakan suatu ketentuan sendiri untuk 
kepentingan mereka sesuai dengan apa yang dike-
hendaki. Misal negara dapat saja mengatur dengan 
melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang 
dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan 
masyarakat sebab tidak ada kebebasan berkontrak 
yang mutlak. 

Dalam hukum perjanjian memang terdapat adagium 
yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang te-
lah disepakati oleh para pihak akan berlaku sebagai 
“Undang-undang” (Pasal 1338 KUH Perdata). Tetapi 
yang dimaksud dengan “Undang-undang” disini bu-
kanlah Undang-undang dalam pengertian “Undang-
-undang” sebagai salah satu jenis Peraturan Perun-
dang-undangan, melainkan dalam pengertian bahwa 
perjanjian tersebut akan mengikat secara hukum bagi 
para pihak pembuatnya jika telah memenuhi syarat-
-syarat sahnya perjanjian. 

Dalam kaitannya dengan ini, Marzuki (2006), mene-
gaskan bahwa ahli hukum tidak harus berpegang 
kepada adagium itu saja, melainkan juga pada dok-
trin hukum yang lain bahwa perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak tidak bertentangan dengan Undang-
-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak 
dipenuhinya salah satu atau beberapa syarat tersebut 
akan mengakibatkan perjanjian kerja dapat dibatal-
kan atau batal demi hukum. 

Dapat dibatalkan maksudnya perjanjian kerja tetap 
ada berlangsung sepanjang para pihak atau wali dari 
pekerja/buruh - jika pekerja masih di bawah umur 18 
tahun - tidak mempersoalkannya. Sedangkan batal 
demi hukum (null and void) maksudnya suatu per-
janjian kerja yang telah dibuat dianggap tidak pernah 
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ada menurut hukum (Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) 
Undang-undang Ketenagakerjaan).

Asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUHPerda-
ta, sehingga penentuan mengenai klausul-klausul 
yang dilarang atau yang diwajibkan dituangkan da-
lam bentuk undang-undang. Namun didasari atau 
tidak bahwa untuk mengeluarkan undang-undang 
akan memerlukan waktu yang cukup lama. Semen-
tara itu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu 
solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan 
tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat ber-
arti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para 
tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam me-
laksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak 
kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja 
yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar 
pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta per-
lakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi 
dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan 
yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh 
yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha 
di Indonesia. 

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak 
hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mem-
punyai bargaining position yang seimbang. Jika salah 
satu pihak lemah maka pihak yang memiliki bargai-
ning position lebih kuat dapat memaksakan kehen-
daknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan 
dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam 
kontrak/ perjanjian untuk waktu tertentu yang sema-
cam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang 
adil dan layak. Sebagai contoh kasus yang terjadi di 
Surabaya antara seorang karyawan PT. Bank Rakyat 
Indonesia dengan pihak Outsourcing selaku pihak 
ketiga yang bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat 
Indonesia. dimana karyawan tersebut di pekerjakan 
oleh pihak ketiga sebagai karyawan yang bekerja 
di PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan perbaharuan 
kontrak kerja berkali kali dan statusnya sebagai kar-
yawan outsourcing yang ditempatkan  di PT. Bank 
Rakyat Indonesia. 

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam pe-
nelitian ini adalah metode pendekatan yuridis nor-
matif didukung Yuridis Empiris. Berdasarkan pada 
tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ber-
sifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil pe-
nelitian ini berusaha memberikan gambaran secara 
menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau 
gejala yang diteliti (Soerjono dan Sri, 2011).  Dengan 

penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran 
tentang asas kebebasan berkontrak yang diterapkan 
dalam pembuatan perjanjian outsourcing dan per-
janjian kerja waktu tertentu didalam jasa perbank-
an. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di 
dalam penulisan ini meliputi Undang- undang No-
mor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Da-
lam data sekunder antara lain jurnal – jurnal, dan 
buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. 
sekumpulan data yang diperoleh melalui study 
pustaka dengan mencari, mengumpulkan data yang 
relevan serta membaca buku atau literatur yang ber-
kaitan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-
-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang 
meliputi perjanjian kerja dengan ketentuan tenaga 
outsourcing yang berhubungan dengan obyek yang 
akan di teliti. Dan bahan hukum terakhir yang di-
gunakan adalah berupa kamus, ensiklopedia dan 
artikel, serta beberapa hukum tersier lainnya guna 
menjelaskan bahan hukum premier dan bahan hu-
kum sekunder.

Dalam menggunakan teknik pengumpulan data 
yakni studi kepustakaan, studi dokumen dan meng-
gunakan studi lapangan melalui alat wawancara se-
bagai alat pengumpulan data guna mendapat data 
primer sehingga mampu untuk mendukung dan 
menguatkan hukum primer. Analisis data meru-
pakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan 
masukan terus menerus terhadap data informasi, 
dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”. 
Dalam arti, analisis yuridis kualitatif bisa saja meli-
batkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan 
pelaporan hasil secara serentak dan bersama sama. 
Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian 
dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan 
memperhatikan fakta–fakta yang ada dilapangan, 
dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan 
dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan 
jaminan fidusia. Dengan demikian kegiatan anali-
sis ini akan memberikan solusi atas permasalahan 
dalam penelitian ini baik secara normatif maupun 
secara faktual dilapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak 
dalam Pembuatan Perjanjian Outsourcing

Pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh 
PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Prima Kar-
ya Sarana Sejahtera dilakukan dalam memenuhi 
kebutuhan Tenaga Kerja Outsourcing Customer Ser-
vice. Perjanjian yang dilakukan oleh PARA PIHAK 
adalah merupakan perjanjian yang setara dan seim-
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bang, sehingga perjanjian ini tidak boleh dan tidak 
akan menciptakan hubungan antara pihak pertama 
dengan pihak kedua dalam perjanjian ini menjadi 
hubungan atasan dengan bawahan juga hubung-
an antara pemberi kerja dan pekerja. Tenaga kerja 
maupun karyawan dari pihak kedua tidak berhak 
untuk dengan segala cara mengikat pihak pertama 
baik langsung maupun tidak langsung untuk meng-
ubah, menyimpangi dan / atau menambah ketentu-
an diluar yang tertulis dan disepakati dalam surat 
perjanjian. 

Pihak Kedua adalah perusahaan berdiri sendiri 
yang wajib dan bertanggung jawab memenuhi pe-
kerjaan dalam surat perjanjian tersebut. Pihak Ke-
dua selanjutnya menyetujui untuk tidak melakukan 
segala tindakan yang bertentangan dengan petun-
juk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama. 
Adanya sistem kerja kontrak dan/ atau outsourcing 
memberikan dampak positif bagi perusahaan anta-
ra lain penurunan biaya tenaga kerja, meningkatkan 
keuntungan perusahaan, meningkatnya kemam-
puan bersaing untuk perusahaan dan bagi sumber 
daya manusia sebagai tenaga kerja perusahaan.  Se-
dangkan banyak kalangan buruh atau serikat peker-
ja yang menilai bahwa adanya sistem kerja kontrak 
maupun outsourcing memberikan dampak yang ku-
rang menguntungkan bagi buruh, berikut ini adalah 
penjelasannya:

1. Ketidakpastian Jangka Waktu Pekerjaan. Perjan-
jian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan termasuk 
juga yang berada dalam sistem outsourcing jenis 
pekerjaannya adalah pekerjaan sementara atau 
buruh hanya akan dipekerjakan untuk jangka 
waktu tertentu saja. Ketidakpastian terhadap 
jangka waktu kerja inilah yang kemudian bagi 
para buruh menjadi kekhawatiran bilamana se-
waktu-waktu diberhentikan dan kembali harus 
mencari pekerjaan lain.

2. Kurangnya Kesejahteraan dan Perlindungan 
Kerja Terhadap Kaum Buruh. Ketentuan me-
ngenai upah dan kesejahteraan untuk pekerja 
kontrak (PKWT) hanyalah sesuai dengan kon-
trak yang dibuat, di mana perjanjian kontrak 
yang sering terjadi lebih memposisikan buruh 
di pihak yang lemah.  Oleh sebab itu, terjadi 
kesenjangan kesejahteraan di mana upah atau 
tunjangan yang diterima oleh pekerja kontrak 
biasanya lebih rendah dari pekerja tetap. Di 
samping itu, banyak pula perusahaan yang ti-
dak mengikutsertakan para pekerja kontrak dan 
outsourcing-nya dalam program jaminan sosial 
tenaga kerja (BPJS).

3. Tidak Adanya Kompensasi Jika Diberhentikan. 
Berbeda dengan para karyawan tetap yang ber-
hak memperoleh kompensasi misalnya uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan 
uang penggantian hak ketika mereka diberhen-
tikan dari pekerjaan. Hal tersebut kemudian 
menjadi permasalahan ketika masa kerja antara 
karyawan kontrak dan karyawan tetap sama, 
namun mendapatkan hak yang berbeda akibat 
adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

4. Banyaknya Potongan Penghasilan Oleh Peru-
sahaan Outsourcing.  Dengan perannya sebagai 
penyalur tenaga kerja kepada perusahaan, pi-
hak outsourcing juga tentu ingin mendapatkan 
keuntungan. Sayangnya, keuntungan tersebut 
bukan dimintakan kepada perusahaan secara 
langsung, namun dengan cara menerapkan bi-
aya maupun potongan yang akan dilakukan 
pada penghasilan pekerja. Akibatnya, pengha-
silan yang diterima oleh pekerja outsourcing pun 
menjadi semakin rendah pula.

5. Timbulnya Stratifikasi Sosial Pekerja pada Sua-
tu Perusahaan. Biasanya pada suatu perusahaan 
akan terdapat 3 golongan pekerja, yaitu karya-
wan tetap, karyawan kontrak dan karyawan out-
sourcing. Pengelompokkan tersebut umumnya 
secara tidak langsung membawa efek stratifikasi 
dan jarak terhadap perilaku sosial di antara ka-
langan pekerja pada suatu perusahaan.

6. Adanya Diskriminasi Usia dan Status Perkawin-
an. Adanya sistem kerja kontrak dan outsourcing 
menimbulkan kecenderungan di pihak peru-
sahaan untuk hanya merekrut pekerja-pekerja 
baru yang berusia muda dan biasanya dengan 
alasan produktivitas, perusahaan mensyaratkan 
pada lowongan pekerjaannya hanya untuk yang 
berusia antara 18 hingga 25 tahun dan berstatus 
lajang Sedangkan bagi mereka yang telah beru-
sia di atasnya serta telah berkeluarga kemudian 
menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat 
memperoleh pekerjaan dan memiliki penghasil-
an.

7. Pekerja Kontrak Sulit untuk Berkarir. Masa kerja 
kontrak yang terbatas menjadi beban bagi para 
pekerja kontrak dan outsourcing, sehingga mere-
ka jadi sering berpindah-pindah pekerjaan se-
hingga seringkali masa kerja harus dimulai lagi 
dari nol. Hal ini tentu saja mengakibatkan pe-
luang karyawan kontrak untuk meningkatkan 
status dan berkarir menjadi semakin sulit.
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Menurut Radbruch tujuan kepastian menempati 
peringkat yang paling atas di antara tujuan yang 
lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa de-
ngan teorinya tersebut. keadilan adalah tujuan hu-
kum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai 
dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri. 
Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertib-
an melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan 
kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan 
dengan seimbang sehingga setiap orang memper-
oleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagian-
nya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah 
filsafat hukum selalu memberikan tempat yang is-
timewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hu-
kum. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, 
bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan 
keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian 
hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjol-
kan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang 
sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memu-
askan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai lan-
dasan dan cita-cita hukum. Kebebasan yang dimak-
sud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak 
berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi 
berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita 
ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubung-
kan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya 
ketimbang mengikuti Radbruch.

Implikasi Hukum Perjanjian Kerja Waktu Ter-
tentu antara PT. Prima Karya Sarana Kencana 
Sejahtera, dengan Tenaga Outsourcing Customer 
Service

Secara legal formal apapun bentuk kesepakatan 
yang melanggar peraturan perundang-undangan 
adalah batal demi hukum. Sekali lagi azas pacta 
sunt servanda itu tdk diberlakukan secara memba-
bi buta, tetapi ada batasan dalam implementasinya 
yaitu peraturan perundang-undangan, kesusilaan & 
ketertiban umum. Dengan membuat PKWT yang ti-
dak sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerja-
an, berarti PKWT maupun SKB yang dibuat melang-
gar dan batal demi hukum. Demikian juga PKWT 
yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan 
huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya 
hubungan kerja. Adapun hasil temuan berdasarkan 
kontrak kerja antar para pihak sebagai berikut:   

1. Dalam Pasal 2 ayat (4) di sini penulis menemu-
kan ketidaksesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) dan 
(3); secara umum pengertian setara dan seim-
bang adalah persamaan hak dan kewajiban yang 
seimbang tanpa membedakan antara bawahan 
dan atasan.

2. Sedangkan dalam ayat (4) terdapat kata-kata 
“setiap saat” dan “sewaktu-waktu” hal tersebut 
menunjukkan bahwa kedudukan PIHAK PER-
TAMA (PT. Bank Rakyat Indonesia) dominan 
lebih berkuasa terhadap PIHAK KEDUA (PT. 
Prima Karya Sarana Kencana Sejahtera), yang 
menciptakan hubungan antara atasan dan ba-
wahan yang sifatnya mengikat PIHAK KEDUA 
(PT. Prima Karya Sarana Kencana Sejahtera).

3. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah 
menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

4. Dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
yang mengatur mengenai Berakhirnya Perjan-
jian Kerja Waktu Tertentu ayat 1 huruf (a) me-
nyatakan bahwa : PIHAK PERTAMA (PT. PT. 
Prima Karya Sarana Kencana Sejahtera) berhak 
mengakhiri PKWT ini sebelum jangka waktu 
berakhir bilamana: (a) “Hubungan kerjasama 
antara PIHAK PERTAMA (PT. PT. Prima Karya 
Sarana Kencana Sejahtera) dengan klien PIHAK 
PERTAMA (PT. Bank Rakyat Indonesia) telah 
berakhir dengan cara apapun,” (b) “PIHAK 
PERTAMA (PT. PT. Prima Karya Sarana Kenca-
na Sejahtera) dan atau klien PIHAK PERTAMA 
(PT. Bank Rakyat indonesia) menutup usahanya 
dengan cara apapun.” Kedua pernyataan terse-
but terkesan tidak menghormati hak-hak dari 
pihak Tenaga Kerja Outsourcing yang bersang-
kutan, sedangkan kerugian yang timbul dari 
hal-hal yang ditentukan diatas siapa pula yang 
bertanggungjawab. 

5. Akan tetapi sebaliknya dalam Pasal 6 ayat (2) 
dinyatakan bahwa ; “Bilamana PIHAK KEDUA 
(Tenaga Kerja Outsourcing) mengakhiri PKWT 
sebelum tanggal berakhirnya PKWT atau ber-
akhirnya PKWT bukan karena ketentuan seba-
gaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka 
ketentuan pengakhiran tersebut akan menga-
cu pada ketentuan peraturan Ketenagakerjaan 
yang berlaku di mana PIHAK KEDUA (Tenaga 
Kerja Outsourcing) diwajibkan membayar ganti 
rugi kepada PIHAK PERTAMA (PT. PT. Prima 
Karya Sarana Kencana Sejahtera) sebesar upah 
PIHAK KEDUA (Tenaga Kerja Outsourcing) 
sampai batas waktu berakhirnya PKWT”. Hal 
tersebut dapat di simpulkan bahwa jika ada ke-
rugian yang timbul karena berakhirnya PKWT 
biaya yang timbul tetap dibebankan pada PI-
HAK KEDUA (Tenaga Kerja Outsourcing).  
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6. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan 
yang berhubungan dengan produk baru me-
nyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan 
ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT 
sejak dilakukan penyimpangan. 

7. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui 
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari se-
telah berakhirnya perpanjangan PKWT dan ti-
dak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi 
PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT 
tersebut. 

8. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan 
kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubung-
an kerja PKWT sebagaimana dimaksud di atas, 
maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur pe-
nyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peratur-
an perundang-undangan bagi PKWTT. 

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 62 yang menyata-
kan : 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja se-
belum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam 
perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hu-
bungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri 
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada 
pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas 
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Simpulan

Ditinjau dari pemahaman asas konsensual yang ber-
intikan sepakat untuk mendapatkan kemanfaatan 
maksimal secara berimbang maka dapat dikatakan 
bahwa asas konsensual tidak terpenuhi sepenuhnya 
dalam pembuatan perjanjian antara PT. Bank Rakyat 
Indonesia  dengan PT. PRIMA KARYA SARANA 
KENCANA , setidak-tidaknya perjanjian tersebut 
masih jauh dari kehendak pihak yang lemah dalam 
hal ini adalah Tenaga outsourcing yang bersangkut-
an. Hak dan kewajiban menunjukan hubungan hu-
kum antara perusahaan dangan tenaga kerjanya, 
dimana kedua belah pihak secara bersama-sama 
terikat dalam perjanjian kerja yang di sepakati ber-
sama. Isi dalam perjanjian haruslah di buat secara 
jelas dan tidak membebankan biaya rugi atas penga-
khiran hubungan kerja secara sepihak tersebut pada 
tenaga kerja outsourcing yang bersangkutan.

PKWT disini adalah PKWT bersyarat yang mengha-
ruskan perusahaan outsourcing mensyaratkan peng-
alihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh 
apabila objek kerjanya tetap ada meskipun peru-
sahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan pe-

nyedia jasa pekerja/buruh diganti. Adapun PKWT 
tanpa syarat adalah PKWT yang dilaksanakan tanpa 
mensyaratkan adanya pengalihan hak-hak bagi pe-
kerja/buruh sebagaimana disebutkan di atas. Dalam 
praktik outsourcing, pekerja ada yang bekerja belas-
an hingga puluhan tahun pada satu lokasi kerja wa-
laupun perusahaan outsourcing-nya sudah berganti. 
Kadangkala pemilik perusahaan adalah perusahaan 
itu sama, yang berbeda hanya nama perusahaannya 
saja.

Saran
Pihak tenaga kerja outsourcing terhadap perusaha-
an pemberi kerja atau perusahaan outsourcing, se-
suatu yang tidak etis akan tetapi tidak dapat  dipun-
gkiri kita semua menerima dan membutuhkannya 
sebagai peluang untuk mendapatkan pekerjaan. 
Sebagai bagian dari strategi bisnis maka salah satu 
tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. 

Pasal-pasal yang tidak jelas merupakan alat untuk 
mencapai maksud tersebut, meneguhkan domisi-
li, menciptakan ketergantungan dari Hakim secara 
normatif dapat membatalkan, merubah, menam-
bah, mengurangi ketentuan yang dicantumkan 
dalam sebuah perjanjian outsourcing sepanjang isi 
pasal dalam perjanjian itu bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 1320, 1337, 1338 KUH Perdata, Un-
dang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Kete-
nagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yang 
terkait dengan perjanjian outsourcing / perjanjian 
kerja waktu tertentu, Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
: Kep-100/Men/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ten-
tang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Wak-
tu Tertentu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-220/
Men/X/2004 tanggal 24 Oktober 2004 tentang Sya-
rat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Peker-
jaan Kepada Perusahaan Lain.
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